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PRESS RELEASE
RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
Disahkan dengan Menghormati HAM

Menyikapi beberapa peristiwa terorisme di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur yang dalam waktu 2
(dua) hari pada 13 - 14 Mei 2018 mengabikatkan korban jiwa sebanyak 25 (dua puluh lima) jiwa.
Atas berbagai masukan elemen bangsa, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo
mendesak agar DPR RI bersama Pemerintah segera menyelesaikan Revisi UU Nomor 15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, karena dipandang tidak cukup memadai
untuk memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. Bahkan, jika pada masa perisdangan Mei
- Juni 2018 revisi belum selesai, Presiden mengancam akan menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (PERPU) terhadap UU Nomor 15 Tahun 2003.

Mencermati hal tersebut, maka Komnas HAM RI sesuai dengan mandat Pasal 89 ayat (1) hurufe UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan mandat untuk melaksanakan
kegiatan pengkajian dan penelitian, termasuk pembahasan berbagai masalah perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia, maka perlu
menyampaikan hal sebagai berikut:

1.; Komnas HAM RI secara prinsip setuju terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sepanjang dilakukan sesuai prinsip,
norma dan instrumen hak asasi manusia.

2. Bahwa terdapat beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam proses revisi
tersebut diantaranya:

a. Penguatan paradigma criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) dalam
penanganan tindak pidana terorisme yang mengedepankan proses hukum yang
akuntable dan menunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Pentingnya harmonisasi ketentuan dalam revisi RUU Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme dengan berbagai peraturan perundang-undangan, terutama KUHP dan
putusan Mahkamah Konstitusi, terutama menyangkut tindakan perencanaan,
percobaan, turut serta, dan penghasutan.

c. Pengaturan intersepsi (penyadapan) yang belum sepenuhnya jelas konsep antara upaya
penegakan hukum atau intelejen mengingat dilakukan oleh penyidik Kepolisian dengan
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Jika intersepsi dimaknai dalam proses penegakan
hukum, maka jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang 1 (satu) tahun kembali
sangat tidak rasional dan bertentangan dengan asas hukum cepat, sederhana dan biaya
ringan. Sebaliknya, jika merupakan tindakan intelejen, maka perlu dikembalikan pada
ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara.

d. Penangkapan dan penahanan. Bahwa dengan ketentuan penangkapan terduga
terorisme harus memenuhi bukti permulaan maka terdapat 2 (dua) aspek yang harus
dipenuhi yaitu lokasi penempatan dan jangka waktu.
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Ketentuan yang mengatur jangka waktu penangkapan selama 14 (empat belas) hari dan
diperpanjang selama 7 hari atau total 21 (dua puluh satu) hari, Komnas HAM RI menilai
hal tersebut sangat rawan terjadinya pelanggaran HAM dan mendorong agar revisi ini
diselaraskan dengan semangat dalam hukum pidana yaitu sesingkat-singkatnya, titik
kompromi adalah selama 7 (tujuh) hari sesuai UU Nomor 15 Tahun 2003 yang
didasarkan pada alasan yang layak dan harus bergantung pada kompleksitas perkara,
tingkah laku terdakwa dan kerajinan/ketekunan (diligence) aparat penegak hukum
yang bersangkutan.

Komnas HAM RI mendorong agar diatur pula mengenai kewajiban Aparat Kepolisian
yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan untuk menetapkan dan/atau
memberitahukan lokasi “penahanan”. Hal itu untuk menghindari potensi pelanggaran
HAM dan memastikan akuntabilitas dan pengawasan, serta akses keluarga/kuasa
hukumnya.

3. Komnas HAM RI sepakat untuk mempercepat revisi RUU Pembertasan Tindak Pidana
Terorisme pada bulan mei 2018 dan menolak adanya Perpu, dengan alasan:

a. Pengaturan dan perlindungan terhadap korban sudah diatur dalam revisi, terutama
Direct victims of terrorism (korban terorisme langsung) dan Indiréct victims of terrorism
(korban terorisme tidak langsung). Meskipun Secondary victims of terrorism (korban
terorisme sekunder) dan Potential victims of terrorism (korban terorisme yang

© spotensial) seperti aparat Polri belum diatur.

b. Revisi dalam RUU sudah bersifat komprehensif mulai dari upaya pencegahan,
penindakan, pemulihan hak korban, dan upaya deradikalisasi dalam koordinasi sebuah
badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui BNPT.

4. Komnas HAM RI tidak setuju terhadap pelibatan TNI, dibawah tindak idana terorisme ,
namun berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2004, dengan catatan:

a. Pengaturan tidak dalam revisi RUU Pembertasan Tindak Pidana Terorisme yang
merupakan UU dengan paradigma criminal justice system.

b. Keterlibatan TNI dalam penangaan terorisme dilakukan dalam kerangka UU Nomor UU
No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur operasi militer
selain perang, dengan memperhatikan objek vital, sekala ancaman, dan waktu.

Demikian disampaikan pokok pikiran hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya mejaga situasi
yang kondusif dan menjamin perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia.
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